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Abstrak

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian suatu perkara dengan cara musyawarah
mufakat demi memulihkan para pihak, khususnya terhadap korban. Penulis mengkaji putusan nomor
478/Pid.Sus/2017 /Pn.Mdn. Dalam putusan tersebut memiliki nilai unsur dari suatu restorative justice,
yakni adanya pemberian maaf dari korban, restitusi atau tebusan ganti rugi, dan keringanan hukuman
pidana. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
pengaturan perundang - undangan dan akibat hukum ganti rugi ataupun upaya perdamaian kepada
korban kecelakaan lalu lintas. Status pihak terkait dalam perkara pidana kecelakaan lalu lintas setelah
memberi ganti kerugian kepada pihak korban atau ahli warisnya tidaklah mengalami keguguran
sebagaimana diatur dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Peran penegak hukum dalam pemberian ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas
sendiri tidaklah terlalu dibutuhkan kecuali adanya permintaan khusus dari salah satu pihak.

Kata Kunci: Pidana, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract
Restorative justice is an approach to settling a case by means of deliberation and consensus to restore the
parties, especially the victims. The author reviews the decision number 478 / Pid.Sus / 2017 / Pn.Mdn. In
the verdict it has an elemental value from a restorative justice, namely the existence of an apology from
the victim, restitution or ransom of compensation, and relief of criminal penalties. According to Law
Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the regulation of legislation and the
consequences of compensation laws or peace efforts to victims of traffic accidents. The status of the
related party in the case of a traffic accident after giving compensation to the victim or his heirs is not
miscarried as stipulated in article 235 of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and
Transportation. The role of law enforcers in providing compensation to victims of traffic accidents is not
really needed unless there is a special request from one of the parties.
Keywords: Criminal, Restorative Justice, Traffic Accidents.
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PENDAHULUAN

Restorative Justice mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan
penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya)
terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya upaya perdamaian) di luar
pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat
terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan
tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". ( Marlina, 2010: 28).

Penyelesaian dengan sistem restorative justice tersebut diharapkan agar semua
pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan
penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan
pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau
akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku
bisa berupa ganti rugi, pekerjaan social atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan
tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam
pertemuan yang dilakukan. ( Mardjono Reksodiputro: 84).

Konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat dewasa ini telah dan akan
terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat, baik yang terkait antara dua individu
maupun lebih. Situasi ini akan semakin mempersulit apabila semua konflik, sengketa
atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan, oleh karena itu, perlu dicari
upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat
tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini. (Septa Chandra, 2013).

Paradigma yang ada disebagian masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak
hukumnya adalah paradigma legalistik formal yang terpaku pada undang- undang secara
tekstual, sehingga upaya restorative juctice memiliki kendala yang besar dalam
pelaksanaannya, apalagi terhadap kasus kecelekaan lalu lintas yang menimbulkan
korbaan jiwa, akan sangat mengusik pandangan masyarakat manakala pelaku tidak
dihukum sesuai dengan perbuatannya. (Barda Nawawi, 2002: 129).

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan
diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta
mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di
Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. (Dermawan, A. 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan
tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib,
dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta
terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.
(Undang - Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai
jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia dan harta benda. Sedangkan itu,
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dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

a. Berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintangi,
membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat
menimbukan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.

b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya dijalan sesuai dengan
peruntukannya.

2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut
muatannya yang ditinggalkan dijalan. (Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Berawal pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 14.30 Wib setelah
Terdakwa membongkar muatan PT. Cipta Prima di Cananng Belawan, kemudian
Terdakwa mobil Truck BK 8001 BY milik saksi EKA DARMA bersama kernet Terdakwa
yakni saksi KASIONO berjalan dari Belawan menuju Medan. Sesampainya di Jalan K.L.Yos
Sudarso Km. 20,5 Kel. Pekan Labuhan Kec Medan Labuhan tepatnya di depan Gang Kapur
sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa melihat 4 (empat) orang pejalan kaki yang mau
meyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebalah kiri Terdakwa namun salah satu pejalan
kaki tersebut yakni korban DONRIS PURBA berlari menyeberangi jalan tersebut
kemudian truck nomor polisi BK 8001 BY yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak
sempat direm Terdakwa lalu bumper bagian kiri Truk nomor polisi BK 8001 BY yang
dikemudikan oleh Terdakwa tersebut menabrak pejalan kaki yakni DONRIS PURBA.
Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban yang bernama Donris Purba dibawa kerumah
sakit Pelabuhan Medan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : UM
50/3/20/RSPM-17 tanggal 15 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
Ahmad Indra Lubis, dokter pemerintah pada RS Umum Pelabuhan Belawan. Selanjutnya
korban DONRIS PURBA dirujuk ke rumah sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia namun
dalam perjalanan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat
Kematian Nomor 57/RSU IP1/01/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang ditandatangani
oleh dr. Joannes yang dokter pemeriksa pada RSU. Imelda Pekerja Indonesia. Pebuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
(Mahardhika, V. 2021)

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang dibahas adalah bagaimana
pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam peraturan perundang undangan di
Indonesia dan bagaimana akibat hukum dalam penerapan restorative justice pada
putusan No0.478/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
pengaturan hukum terhadap restorative justice dalam peraturan perundang undangan
dan untuk mengetahui akibbat hukum dalam penerapan restorative justice pada putusan
No0.478/Pid.Sus/2017 /PN Mdn.
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METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara
studi pustaka (library research). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data
sekunder, dan sumber data tersier atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder
yang akan digunakan sebagai olahan data.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejalalainnya.
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun
teori-teori baru.

Pengumpul data, yakni: Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian
yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku- bukuy,
penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan
dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep restorative justice bertujuan untuk mencarikan jalan keluar dari keadilan model
tradisional yang berpusat pada penghukum (punishment) menuju kepada keadilan masyarakat
(community justice) sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Hamilton pada 1996, Stuart
pada tahun 1995 dan Barajas pada tahun 1995, bahwa restorative justice merupakan suatu
keadilan yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat (restorative justice for
community justice).

Kembali kepada konsep restorative justice, sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang
lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya
anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite
bawa, restorative justice sebuah arah baru antara “justice” dan “walfare model”, kemudian
antara “retribution” dan “rehabilitation”. (John Brithwaite, 2002: 25).

Pelakasanaannya konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban
(victim driven) untuk menyampaikan kerugian yang dideritanya baik kerugian yang materi atau
harta benda maupun moral sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku padanya.
Konsep ini juga memberikan lebih besar kepada pelaku (offender driven) untuk menyampaikan
sebab-sebab dan alasan kenapa dirinya melakukan tindak/perbuatan terlarang yang
menyebabkan kerugian pada korban dan untuk masyarakat. (Marlina, 2010: 33-41).

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah menuju kepada pengadopsian konsep
restorative justice tersebut. Namun untuk beberapa sistem, masih diberlakukan secara partial
dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang
- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 1 angka 6 Undang - Undang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan sebagai
berikut :

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait umtuk bersama sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,
dan bukan pembalasan.”
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Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling
dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik
secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda
karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah
kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi
(merekontruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses
pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.
Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan
tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang - undangan yang
lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada
korban. Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban
tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini
tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Menurut Arif Gosita,
korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang
lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan
dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan. Muladi sendiri memandang pengertian
bahwa korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan
substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang
melanggar hukum pidana di masing- masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
(Sitepu, R. 2019)

Defenisi korban tercantum dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak
pidana. (Krisna, L. 2016).

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
di duga dan tidak disegaja melibatkann kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan
lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Setiap
pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung
jawab atas keerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku
tertuang dalam Pasal 234 (3) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ancaman sansksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan
lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (Pasal 310 ayat [4] Undang - Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.

Walaupun Pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga
tidak menghapuskan tuntan pidana seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187
K/Pid/2009, terdakna telah dikenakan hukuman walaupun telah ada perdaman dan terdakwa
sendiri juga megalami luka dalam kecelakaan tersebut.
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Dalam hal tersebut, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga
korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya.
Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal
yang memberatkan pelaku. Sebagai contoh, dalam Putusan Putusan MA No. 403 K/Pid/201
antara pelaku dan keluarga korban tidak tercapai perdamaian, serta dalam Putusan MA No. 553
K/ Pid/2012 pelaku tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian kepada keluarga
korban. sehingga menurut majelis hakim tidak adanya perdamaian dijadikan sebagai
pertimbangan yang memberatkan kesalahan terdakwa.

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun di antara keduanya
memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih
sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian
adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum
dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. (Firdaus, A. 2019).

Sanksi ganti kerugian, menurut Schafer telah dikenal sejak masa hukum primitif. Pada
masa ini telah dikenal adanya “personal reparation”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang
akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap
korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya
pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (tribal organization)
bentuk - bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari- hari.
(Romli Atmasasmita, 1992: 1).

Perhatian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap korban suatu tindak
pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya
sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan
perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakekatnya merupakan perkara perdata.( Leden
Marpaung, 1997: 80).

Masalah gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII Pasal 98 KUHAP berbeda

dengan apa yang dimaksud dengan ganti kerugian yang dimaksud pada Bab XII Bagian kesatu
Pasal 95 KUHAP, sebab gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHAP
adalah “suatu gugatan ganti kerugian yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana atau
gugatan ganti kerugian bukan akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang
tidak berdasar undangundang,” jadi gugatan ganti kerugian dalam pengertian ini bersifat asesoir
dari perkara yang ada. (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 213).
Menurut Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU
LLAJ"), kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak
disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan
korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat [4] Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu
lintas memiliki kewajiban (Pasal 231 ayat [1] Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

154



ARBITER: Jurnal IImiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 149-158,

SIMPULAN

Restorative justice bertujuan untuk mencarikan jalan keluar dari keadilan model
tradisional yang berpusat pada penghukum (punishment) menuju kepada keadilan
masyarakat. Berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak
yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang
menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus
menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai
sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali
mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekontruksi) kejahatan yang pernah
menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan
maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap
korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat
dari adanya beberapa peraturan perundang - undangan yang lebih banyak memberikan
hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Terjadinya
suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan
juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya
yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.Perdamaian sendiri
sebenarnya bukanlah bentuk dari restorative justice sesungguhnya. Semua bentuk
pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan
meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem restorative justice. Walaupun
pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap
dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan
sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang- undangan (Pasal 230 UU LLAJ).
Pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa
keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.
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